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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 
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TENTANG 

PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai 

dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan, Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor 

Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil 

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah 

Penangguhan Sementara tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum; 

c. bahwa untuk kelancaran penyelesaian permohonan  

perintah penangguhan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, Mahkamah Agung perlu 

mengatur kembali syarat dan tata cara permohonan, tata 
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cara pemeriksaan serta penerbitan perintah 

penangguhan sementara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Perintah Penangguhan Sementara; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World 

Trade Organization), yang mencakup Persetujuan TRIPs 

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3564); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4045); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5599); 

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5922);  

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5953); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang 

Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga 
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Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak 

Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6059); 

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 894); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERINTAH 

PENANGGUHAN SEMENTARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di 

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 

Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-Undang Kepabeanan. 

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat 

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

Daerah Pabean. 

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

Daerah Pabean. 
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6. Penegahan Barang yang selanjutnya disebut Penegahan 

adalah tindakan administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai 

untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan 

pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai 

dipenuhinya kewajiban pabean. 

7. Penangguhan Sementara adalah penundaan untuk 

sementara waktu terhadap pengeluaran barang Impor 

atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga 

merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. 

8. Pemilik atau Pemegang HKI adalah pemilik atau 

pemegang HKI yang dilindungi di Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di bidang HKI. 

9. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri di wilayah hukum Kawasan Pabean setempat 

berada. 

10. Hakim adalah hakim niaga yang melakukan 

pemeriksaan. 

11. Permohonan adalah permintaan kepada Pengadilan 

untuk menerbitkan Penetapan Perintah Penangguhan 

Sementara. 

12. Pemohon adalah Pemilik atau Pemegang HKI yang 

mengajukan Permohonan Perintah Penangguhan 

Sementara. 

13. Termohon adalah orang yang menguasai barang Impor 

atau Ekspor yang dimintakan Permohonan Perintah 

Penangguhan Sementara. 

14. Perintah Penangguhan Sementara adalah perintah 

tertulis dari Hakim dalam bentuk penetapan yang 

memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk 

menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang 

Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang 

berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan atau 

berasal dari hasil pelanggaran HKI. 

15. Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan 

adalah Perintah Penangguhan Sementara atas 

permohonan pemilik atau pemegang HKI yang berasal 

dari Penegahan. 


